
Menmbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 11 TAHUN 2009 

TENTANG 

I R I GASI 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPA TI BAN YUMAS, 

a. bahwa dalam rangka mendukung kelahanan pangan melalui 

penyediaan produksi pertanian, perlu mengelola sumber daya air 

melalui sistem irigasi yang d1laksanakan berdasarkan asas 

demokrasi, peranserta, berkeadllan, transparan, dan akuntabel; 

b bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemenntah Nomor 20 

Tahun 2006 tentang lrigasi, Pemerintah Daerah bertanggung 

Jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan 

memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari hari 

dan pertanian rakyat dalam sistem irlgasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

lngasi: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Provins! Javva 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraluran Oasar 

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republ1k Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republi~ 

Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembc1ra11 Negara Republlk Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209)· 
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4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tenlang Sistem Budidaya 

Tanaman (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1992 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3478); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 3699); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 lentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo, 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377): 

8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubliK 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republlk Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana Lelah beberapa llali diubah lerakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Ta'hun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Peraturan Pemerin1ah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), 

11 . Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lngas1 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Rep11blik lndornesia Nomor 41624): 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tenlang Tim 

Koordlnasl Pengelolaan Sumber Daya Air, 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 

11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan. 

Kewenangan dan Pemberhentlan Pegawal Negeri Sipil Sebagal 

Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah nngkat 11 

Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Banyurnas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 

Oengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menetapkan 

dan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi 

adalah Gubernur dan perangka1 daerah Provinsi Jawa Tengah sebagal unsur 

penyelenggara pemerimahan daerah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
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3 Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelengga1a pemerintahan daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. 

7. Dinas adalah Dlnas Daerah yang memboangi irigasi. 

B. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan 

tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air 

laut yang berada di darat 

9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alem, dan.'atau buatan yang terdapat 

pada. di atas. ataupun di bawah permukaan tanah. 

10. lrigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irlgasi untul< 

menunjang pertanian yang jenisnya meliputl irigasi permukaan, lrigasi rawa, irigasi 

air bawah tanah. irigasi pompa, dan irigasi tambak. 

11. Sistem irigasi meliputl prasarana 1rigasi, air irigasl, manajemen irigasi, 

1<elembagaan pengclolaan irigasi, dan sumber daya manusia. 

12. Penyediaan air 1rigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang 

dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasl yang didasarkan 

waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan 

keperluan lainnya. 

13. Pengaturan air irigasi adalah keg1atan yang meliputl pembaglan, pernberian, dan 

penggunaan air rrigasi. 

14. Pembagian air irigasl adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam 

jaringan primer danlatau jaringan sei<under. 

15. Pernberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari 

jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier. 

16. Penggunaan air 1rigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier unluk 

rmmgaiii lahan pertarnan pada saat diper1ukan. 

17 Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase,, adalah pengaliran 

kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi 

tertentu. 

18. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irlgasi, 
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19. Jarlngan irigasi adalah saluran. bangunan. dan bangunan pelengkapnya yang 

merupakan satu l<esatuan yang dlpertukan untuk penyediaan, pembagian, 

pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi 

20 Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdirl dari bangunan 

utama, saluran lnduk/primer, saluran pernbuangannya, bangunan bagi, bangunan 

bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

21 . Jaringan irigasl sekunder adalah bagian dari jaringan ingasi yang terdiri dari 

saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, 

bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

22. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, 

tempat semua kejadian hldrogeo!ogis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan 

pelepasan air tanah berlangsung. 

23. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air 1anah, 

mulai dari sumu1 dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasl air tanah 

termasuk hangunan di dalamnya. 

24. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimula1 

setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi. 

25. Jaringan 1rigasi desa adalah jarlngan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh 

masyarakat desa atau pemerintah desa. 

26. Jaringan irigasi ters1er adalah jaringan lrigasl yang berfungsi sebagai prasarana 

pelayanan air ,rigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersler, saluran 

kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, bol<s kuaner serta bangunan 

pelengkapnya. 

27. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang 

pertanian, baik yang telah tergabung maupun yang belum tergabung dalam 

organisasi perkumpulan petani pemakai air. 

28. Perkumpulan petani pemakai air yang selanju1nya disebut P3A adalah 

kelembagaan pengelolaan irigasl yang menjadi wadah petani pemakai ail dalam 

suatu daerah polayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri 

secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola lrigas1. 

29. Hak guna air untul< mgasi adalah hak untul< memperoleh dan memakal atau 

mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 

30. Hak guna pal<al air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air 

dari sumber air untul< l<epentmgan pertanian. 

31 . Hal< guna usaha air unluk irigasi adalah hak untuk memperoleh -Gan 

mengusahakan air dari sumber air untuk kepentlngan pengusahaan pertanian. 

5 
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32. Komisi lrigasi daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil 

pemerintah daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan 

irigasi tingkat daerah. 

33. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau 

peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. 

34. Pembangunan Janngan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan lrigasi 

di wilayah tertentu yang belum ada jarfngan irigasmya. 

35. Peningkatan jaringan lrigasl adalah kegiatan meningkalkan rungsi dan kondi5i 

jaringan ingasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan 

pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempert1mbang1<an perubahan 

kondisi lingkungan daerah irigasi 

36 Pengelolaan jaringan irigasi adalah keglatan yang metiputi operasi. pemeliharaan. 

dan rehabllitasi jaringan lrigasi. 

37. Operasi jarlngan irlgasl adalah upaya pengaturan air lrigasi dan pembuangannya, 

termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi. menyusun rencana 

tata tanam, menyusun sIstem golongan, menyusun rencana pembagian air, 

melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data memantau, dan 

mengevaluasi. 

38. Pemeliharaan jaringan lrlgasl adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan 

irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan balk guna memperlancar pelaksanaan 

operasi dan mempertahankan kelestariannya. 

39. Rehabllltasl jaringan irigasi adalah kegiatan pe1baikan jaringan irlga5i guna 

mengembalikan fungsi dan pelayanan lrigasi sepertl semula. 

40. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk 

perencanaan pemeliharaan dan pendam:1an sistem irigasi guna mencapai tingkat 

pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air rrigasi dan 

pengguna jaringan lrigasl dengan pembiayaan pengelolaan aset lrigasi seefisien 

mungkin. 

41. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasal 

tanah beserta isinya di dalam lingkungan hukumnya sendlri. 

42. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilak.uk.an oteh 

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buk1I itu membuat 

terang tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersengkenya. 

43. Penyidik adalah pejabat Potisi Negara Republik Indonesia ateu pejabet Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang dlberi tugas wewenang khusus oleh undang-und~ng 

untuk melakukan penyidil<an. 

6 
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44, Penyidik Pegawai Negeri Sipii yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pe]abat 

Pegawal Negeri Sipil lerlenlu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakuka111 penyidikan atas 

pelanggaran peraturan daerah. 

BAB II 

ASAS, MAKSUO.OANTUJUAN 

SERTA KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI 

Pasaf 2 

(1} lrigasi dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, peran serta, berkeadilan, 

1ransparan. dan akuntabel. 

(2) lrigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, 

terpadu, berkelanjulan, dan berwawasan lingkungan dalam proses produksl 

pertanian 

(3) lrigasi bertujuan untuk m1mdukung ketahanan pangan melalui penyediaan produksi 

pertanian sehingga harus dlpertahankan l<ebertanjutannya. 

(4) Keberlanjutan sistem irigasi dilal<ul<an dengan pengembctngan, pengelolaan, dan 

pelestarian sistem lrigasi agar dapat melindungi pe1ani dalam menjalankan profesi 

secara mandiri dan bermartabat. 

(5) Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem 1rigasl sebaga,mana dimal<sud pada 

ayat (4) dia1ur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, 

Pasal 3 

(1) Keber1anjutan slstem irigasi sebagaimana dimaksud dala,n Pasal 2 ayal (4) 

ditectukan oleh : 

a. keandalan air irigasi yang diwujudl<an melalul kegiatan membangun waduk, 

waduk lapangan, bendungan. bendung, pompa. dan jaringan drainase yang 

memada1, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali airdrainase; 

b. keandalan prasarana irigasi yang dlwujudl<an melalul l<egiatan peningkatan dan 

pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, 

rehabilitasi jaringan irigasl di daerah irlgasi; 

c. meningkatnya pendapatan masyarakat pe1anl can usaha tanl yang diwujudkan 

melalui kegiatan pengombangan dan pangelolaan s1stem irigasi yang 

mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modemisasi US_!lha 

tanl. 

7 
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{2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanal<an sesual dengan 

norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. 

BAB Ill 

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI 

Pasal4 

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan melibalkan semua pihak yang berkepenlingan dengan 

mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani agar dapat dicapai 

pemanfaatan sistem irigasl secara optimal. 

(2) Peran serta masyarakat petani sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui P3A sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap. 

(3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan 

usaha. badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhat1kan 

kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat 

petani 

(4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ) dilaksanakan dengan prinsip satu :sh;tem irigasi satu kesatuan pengembangan 

dan pengelolaan. dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan 

pengguna jaringan irigas1 di bagian hulu, tengah, dan hlllr secara selaras dan 

berkeadllan. 

Pasal5 

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem ingasi secara partisipatif di Daerah 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB r,/ 

KELENBAGAAN PENGElOLAAN IRIGASI 

Pasal6 

(1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dibentuk kelembagaan pengelolaan 

lrlgasi di tingkat daereh. 

8 
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(2) Kelembagaan pengelcla irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

dinas/lemtekda/satuan kerja, PJA, Komisi lrigasi Daerah, atau pihak lain yang 

kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. 

Pasal 7 

(1) Petani pemakaI air wajib membentuk P3A secara demokratls pada setiap daerah 

layanan/petak tersier atau desa. 

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban mengembangkan dan 

mengelola irigasi metibatkan partisipasi petani yang tergabung dalam P3A. 

(3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk ga'.bungan PJA pada 

daerah layanan/blok sekunder, gabungan bebcrapa blok sekunder pada satu 

daerah 1rigasi. 

(4) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk P3A 

pada daerah layanan/blok prime,, gabungan beberapa blok pnmer pada satu 

daerah irigasi. 

(5) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan P3A diatur lebih lanjut oleh 

Bupat1. 

Pasal8 

(1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dib-entuk Komisi lrigasi 

Daerah oleh Bupati. 

(2) Komisi lrigasi Daerah sebagaImana dimal<sud pada ayat (1) mempunyal tugas : 

a. merumuskan kebiJakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan 

fungsi lrigasi; 

b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi; 

c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irlgasi; 

d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigas1 bagI 

pertanian dan keperluan lainnya; 

e . rnerekomendasikan prioritas alokasl dana pengelolaan irigas1; dan 

f. rnembenkan pertimbangan mengenai 1zin alih fungsi lahan berlrigasi. 

(3) Komisi lrigc1si Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} beranggotakan wakil 

P3A, wakil Pemerintah Daerah dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi 

lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakaan. 

(4) Datam sistem irigasl yang multlguna dapat dlselenggarakan forum koordifolasi 

daerah ingasi. 

9 
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(5) Bentuk, wewenang dan tugas serta peran forum koordinasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditentukan secara dialogis oleh masing-maslng pihak pengguna dan 

pemanfaat sistem irigasi yang bersangkulan dengan melibatkan Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah. 

(6) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi lrigasi Daerah 

:;ebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjul oleh Bupati 

BABV 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 9 

Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irig.isi, meliputi : 

a. menetapkan kebijakan Pemerlntah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan 

slstem irlgasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasl 

nasior,al dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya, 

b. melaksanakan pengembangan sistem lrigasi primer dan sekunder pada daerah 

irigasi; 

c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi 

dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha bcrdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku: 

d. memben izin penggunaan dan pengusahaan tanah untuk keperiuan irigasi; 

e. menjaga efektivitas. efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem 

irigasl primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh di daerah; 

f . menjaga efektlfvitas, efisiensi dan keterliban pelaksanaan pengelolaan sistem irlgasi 

primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha: 

g. memfasllitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam 

kabupaten berkaitan dengan pengembangan dan pengelotaan slstern 1rIgasl ; 

h. rnemberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengernbangan dan 

pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakal petani alas 

permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; 

i. membentuk Komisi lrigasl Daerah: 

j. rnelaksanakan pemberdayaan P3A; dan 

10 
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k. memberikan izin pembangunan. pemanfaatan, pengubahan, dan/atau 

pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan lrigasi primer dan 

sekunder. 

Pas a110 

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliput1 : 

a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh 

Pemerintah Desa; 

b. menjaga efektiv,tas, efisisensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem 

irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa: <Ian 

c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertlban pelaksanaan pengelolaan sistem lrlgas, 

pada daerah i1igasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa. 

Pasal 11 

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan 

sistem irigasl mellputi : 

a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem 1rlgasl tersler; 

b. menjaga efektivitas, eiisiensi, dan ketert1ban pelaksanaan pengembangan dan 

pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya: d::in 

c. memberiken persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau 

pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada Jaringan irigasl tersler 

berdasarkan pendekatan partisipatif. 

Pasal 12 

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerinlah Provinsi dan 

Pemenntah Kabupaten/Kota lalnnya dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan 

irigasi primer dan sekunder alas dasar kesepakatan sesuai Peraturan Perundang­

undangan yang berlaku. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal Pemerinlah Oaerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah 

menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah ProvinsL 

(2) Wewenang yang diserallkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputl 

pelaksanaan pembangunan, peningkatan. atau rehabilitasi sistem irigasi. 

11 
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(3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mekanismenya dilakukan bt:1dasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

benaku 

BABVI 

PERAN SERT A MASYARAKAT PETANI 

DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI 

Pasal 14 

(11 Peran serta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem 

rngasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan 

pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan. peningkatan, operas,, pemeliharaan, 

dan rehabllltaSl sekallgus menjadikan kemandirian untuk menjaga keberlanjutan 

sistem irigas,. 

(2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) d-apat 

diwu]udkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, 

dana dan keberlanjutan operasional sistem kelembagaannya. 

(3) Peranserta rnasyarakat petani sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara perseorangan atau melalui P3A di wilayah kerjanya 

(4) Peranserta inasyarakat petani sebagalmana dimaksud pads ayat (1) didasarkan 

atas kemauan dan kernampuan masyarakat petani serta semangat kernitraan dan 

kemandlrian. 

Pasal 16 

Pemerintah Daerah mendorong peranserta masyarakat petani dalam pengernbangan 

dan pengelolaan &istem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung 

jawab guna keberlanjutan sistem irigasi. 

Pasal16 

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasl di daerah yang dilakukan 

seoara partisipatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

12 
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BAB VII 

PEMBERDAYAAN 

Pasal17 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A rnelalui penguatan, 

peningkatan kemampuan dan peranserta aktif P3A. 

(2) Pernerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijak.an Daerah dalam 

pengembangan dan pengelolaan s,stem mgasl. 

(3) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat membenkan bantuan dan fasllltas kepada 

P3A. 

(4) Dalam hal terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A yang menyebabkan tidak 

berfungsinya P3A sebagai pengelola lrigasi, maka penyelesalan permasalahan 

tersebul dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, 

(5) Pemberdayaan P3A sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) akain d1atur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati 

BAB VIII 

PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI 

Baglan Kesatu 

Pengakuan atas Hak Ulayat 

Paaal 18 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalarn pengelolaan sumber daya 

air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat se!empat dan hak yang serupa 

dengan ltu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas 

kebutuhannya sepanjang lidak bertentangan dengan Peraturan Perundang--undangan 

yang berlaku 

Bagian Kadua 

Hak Guna Air untuk lrigasi 

Pasal 19 

(1) Hak guna air un!uk irigasl berupa hak guna pakai air untuk irigasl dan hak guna 

usaha air untuk irigasi. 

13 
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(2) Hak guna pakal air untuk irigasi diberikan untuk pertanlan rakyat. 

(3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberlkan untuk keperluan pengusahaan dl bidang 

pertanian. 

(4) Hak guna pakai air irigasi sebagairnc1na pada ayat (2) diberiksn untuk pertanian 

rakyat dengan prioritas kepada : 

a. penanlan tanaman pangan dan hortikultura. 

b. perikanan; 

c. petemakan: 

d. perkebunan. 

(5) Penggolongan usaha pertanian rakyat dan pengusahaan di bldang pertanian 

ditetapkan oleh BupatL 

Bagian Ketiga 

lzin Prinsip Alokasi Air 

Pasal 20 

(1) Hak guna pakai air untuk irigasi dlberikan tanpa ~in kepeda masyarakat petanl 

melalui P3A dan bagl pertanian rakyal yang berada di dalam sistem lrigasi yang 

sudah ada diperoleh tanpa izin. 

(2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksu:l pada ayal (1) dlberikan 

pada setiap daerah irigasl di pintu pengambilan pada bangunarn utama. sedangkan 

air yang telah d1pakai dibuang melalui saturan drainase dan apabila mernenuhi 

persyaratan mutu digunakan kembalL 

(3) Hak guna pakai air untuk lrigasi sebagalmana dlmaksud pMa ayat (1) diberikan 

dalam bentuk keputusan dari Bupab yang dilengkapI dengan nncIan daftar petak 

primer, petak sekunder, dan petak tersier yang rnendapatkan air 

(4) Hak guns pakai air untuk irigasi bogi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan 

sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petanl melalul P3A 

berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi. 

(5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagalmana dimaksud pede ayat (4) diberikan 

pada setiap daerah irigasi di pintu pengambiian pada bangunan utama. 

(6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagairnana dimaksud pada ayat (4) diberikan 

dalam bentuk keputusan dari Bupati yang dllengkapl dengan jumlah air yang dapat 

disediakan. rincian daftar pe!ak sawah yang mendapatkan air dari saluran primer. 

sekunder, dan tersier. 
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(7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan 

luas daerah irigasi yang dimanfaatkan. 

(8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 2 

ldua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkajl ulang 

kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan 

ke1ersediaan air pada sumbemya. 

(9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai 

dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak 9una pakai air untuk 

irigasi. 

Pasat 21 

(1) Hak guna usaha air untuk 1rigasi bagi badan usaha, badan sos1al, atau 

perseorangan diberikan berdasarl<an izin Bupati. 

(2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenkan 

dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air 

untuk ingasi. 

(3) Persetujuan a1as permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan 

kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. 

(4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama. 

(5) Hak guna usaha air untuk irigasl sebagalmana dimaksud pada ayat (4) diberlkan 

untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat 

d 1perpan1ang. 

(6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupatl untuk 

mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan 

penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya. 

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai 

dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk 

irigasi. 

Pasal22 

(1) Hak guna pakai air dan hak usaha air untuk irigasl dapat ditinjau kembali oleh 

Bupati iika persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk irlgasi 

mengalaml perubahan yang sangat berartl. -
15 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian lzin untuk memperoleh hak 

guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengen Peraturan Bupati. 

Pasal 23 

(1) Pelaksana pengembangan irigasi yang akan melaksanakan pembangunan sistem 

lrigasi baru, atau peningkatan sistem lrigasi yang sudah ada wajib mengajukan 

permohonan izin prlnslp alokasl air kepada Bupati. 

(2) Bupatl dapat menyetujul atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air 

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) kepada pelaksana pengembangan irigasi 

berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan 

air irigasi, aspek l1ngkungan, dan kepentingan lainnya. 

(3) Dalam hal permohonan fzin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disetujui, pelaksana pengembangan irlgasi dapat melaksanakan pembangunan 

sistem irigasi baru atau peningkatan sislem irigasi yang sudah ada. 

(4) Dalam rangka keberlanjutan irigasi, izjn prinsip alokasi air untuk pengembangan 

lrigasi dengan luasan daerah irigasi kurang dari 1.000 ha harus mendapat 

rekomendasi dari Pemerintah Daerah. 

(5) lzin prinsip a1okasi air ditetapkan menJadi hak guna air untuk iriga6i oleh Bupati 

dengan rnemP9rhatikan kelersediaan air. kebutuhan air irigasi. aspek lingkungan. 

dan kepentingan lainnya berdasarkan permlntaan : 

a. P3A untuk jaringan lrigasl yang telah selesal dlbangun oleh pemerintah atau 

oleh P3A; dan 

b. badan usaha. badan sosial, atau perseorangan, untuk Jaringan irigasl yang 

telah selesai dibangun. 

Bagian Keempat 

Penyediaan Air lrigasi 

Pasal24 

(1) Penyediaan air irigasl bagl pertanlan ra1<yaI dalam slstem irigasi yang sudah ada 

merupakan prioritas utama penyediaan air di alas semua kebutuhan lainnya. 

(2) Penetapan p•ioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dItuiu1<an untuk membenkan perlindungan 

dan jaminan hak guna pakai air irigasi bag! P3A. 

-
18 
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Pasal25 

(1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivltas lahan dalam 

rangka meningkatkan produksi pertaman yang ma~simal. 

(2) Da!am hal tertentu, penyediaan air irlgasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

dapat diberlkan dalam batas tertenlu unluk pemenuhan kebutuhan lainnya. 

(3) Penyedlaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 

berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbemya dan digunakan 

sebaga1 dasar penyusunan rencana tata tanam. 

(4) Oalam penyediaan air ingasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 

Daerah mengupayakan : 

a. optimalisasi pemanfaatan air ingasi pada daerah lrigasl atau anlar daerah 

irigasl; dan 

b. keandalan ketersediaan air irigasl serta pengendalian dan perbaikan muru air 

irigasi daiam rangka penyediaan air 1rigasi. 

(5) Unluk melaksanakan keandaian da!am penyediaan air seperti yang dimaksud pada 

ayat (4), Pemerintah Daerah mengusahakan optimallsasi pemanfaatan air 

permukaan dan air bawah tanah secara sepadan. 

(6) Oalam hal ketersediaan air permukaan t1dak mencukupl maka Pemerintah Daerah 

dapat lebih menekankan penggunaan air bawah permukaan. 

(7) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan tel')adinya 

kekurangan air ingasl sehlngga dlperlukan subslilusi air irigasi, Pemerintah Daerah 

sesual dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air 

irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penye<liaan dan 

pongoturon air irigasi setetah memperhatikan masukan dari Komisi lrigasi Daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal26 

(1) Penyusunan rencana tata tanam sebagalmana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 13) 

dllaksanakan oleh dinas berdasarkan usulan P3A, kemudlan dibahas dan 

disepakati o!eh Komisi lrigasi Oaerah untuk ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Penyusunan rencana taia tanam pada daerah irigasi lintas kabupaten dilaksanakan 

melalu1 kerJasama antara Dinas Provlnsl dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait, 

dlbahas dan disepakati oteh Komisi lrigasi Provinsi serta ditetapkan oleh Gubernur. 

-
17 
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(3) Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang terletak dalam satu 

kabupalen dengan luasan 1.000 ha disusun oleh dinas daerah kemudian dibahas 

dan disepakati oleh Komisi lrigasi Daerah untuk diletapkan oleh Bupati. 

Pasal ZT 

(1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disusun 

dalam rencana tahunan penyediaan air lrigasl pada setiap daerah irigasi 

(2) Rancangan rencana tahunan penyedlaan alr irigasi pada seUap daerah irlgasi 

disusun oleh dinas daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan 

P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam dengan memperhatlkan 

pemakai air irigasl lainnya. 

(3) Rancangan rencana tahunan pcnyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat {2) dibahas dan disepakati dalam Komisi lrlgasi Daerah sesuai dengan daerah 

lrigasinya. 

(4) Rancangan rencana tahunan penyediaan alr irigas1 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disampaikan oleh Komisi lrigasi Daerah dalam rapat dewan sumberdaya 

air daerah yang tiersangkutan guna mendapalkan alokasi air untuk irigasi. 

(5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagalmana dlmaksud pada 

ayat (4) dltetapkan oleh Bupali. 

(6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukup1 sehingga 

menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibalkan perubahan 

aiokasi air untuk irigasl, P3A menyesuaikan kembali ranc;:ingan rencana tata tanam 

di daerah irigasi yang bersangkutan. 

Bagian Kelima 

Pengaturan Air lrigasi 

Pasal 28 

(1) Pelaksanaan pengaturan air irlgasl didasarkan alas rencana tahunan pengaturan 

air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi. 

(2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh 

Dinas berdasarkan rencana tahunan penyechaan air lrlgasl dan usulan P3A dan 

pemakai air untuk kepentingan lainnya. 

-
18 
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(3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana 

dlmaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi lrigasi Daerah sesuai 

dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan : 

a. kebutuhan air untuk ingasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air 

unluk irigasi yang telah ditentukan, dan 

b. kesepakatan dengan P3A d1 setiap daerah irigasi. 

(4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebaga1mana 

dlmaksud pada ayat (3) yang telah disepakatl oleh KomiSi lrigasi Daerah 

ditetapkan oleh Bupati. 

(5) Pembagian dan pembenan air irigasl yang dimulai dari saluran primar, saluran 

sekunder sampai ke petak tersier clilakul<an oleh pelal<sana pengelolaan lrigasl 

sesual dengan hak guna pakai air untuk irigasi yang telah ditetapkan. 

Pasal29 

(1) Pembagian air irlgasl dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan 

melalui bangunan bagl atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan. 

(2) Pemberian air lrigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau 

bangunan bagi-sadap yang lelah ditenlukan dalam rencana leknis dan sesuai 

dengan kesepakatan pihak P3A. 

(3) Untuk memperoleh hasll alokasi air, pembagian dan pemberian air yang tepat 

maka bangunan bagl dan bagl-sadap wajib dilengkapi alat pengukur debit dan 

papan operasi. 

Pasal 30 

(1) Pengelolaan dan penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan 

tanggung jawab P3A dibantu oleh lembaga pengelola air lokal yang sudah ada. 

(2) Penggunaan air irigasl dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada 

tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A. 

(3) Penggunaan air di luar ketenruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan izin Bupati. 

(4) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

keselu1uhan dan merata secara bersamaan maka penggunaen aimya diatur secara 

bergilir oleh dinas. 

-
10 
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Baglan K.eenam 

Drainase 

Pasal 31 

(1) Setlap pembangunan Jaringan lrigasi dilengkapi dengan pe1111Jangunan jaringan 

drainase yang merupakan satu kesaluan dengan jaringan irigasi yang 

bersangkutan. 

(2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk 

rnengalirkan kelebihan ai1 agar lidak mengganggu produktifita~ lahan. 

(3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalul Janngan drainase harus dqaga mutunya 

dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhl persyaratan mutu 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ber!aku. 

(4) Pemerintah Oaerah. P3A. dan masyarakat menjaga ke!angsung,an fungsi drainase. 

(5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi 

drainase. 

(6) Pada wilayah-wilayah produksi pertanian tanaman pangan yang rawan banjir. 

maka Pemerimah Daerah membuat fasllltas dra!nase serta perkuatan teknologi di 

oidang pert.anian maupun irigasi. 

Bagian Ketujuh 

Penggunaan Air untuk lrigasi langsung dari Sumber Air 

Pasal 32 

(1) Penggunaan air untuk irigasi yang dlambil langsung dari sumber air permukaan 

harus mendapat lzin dan Bupatl. 

(2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk lrigasi di luar daerah irigasi yang 

telah dilelapkan dan rnengambil langsung dari sumber air permukaan harus 

mendapa1 izin dari Bupati 

(3) Penggunaan air un1uk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus 

mendapat izin dari Bupati. 

-
20 
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BABIX 

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 

Bagian Kesatu 

Pembangunan Jaringan lrigasl 

Pasal33 

(1) Pembangunan jaringan lrigasi dilaksanakan berdasarkan rencana Indu1< 

pengclolaan sumber daya air di wllayah sungai dengan memparhatikan rencana 

pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan 

manual yang berlaku. 

(2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati. 

(3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayal (2) dilaksanakan olt:1h Dinas. 

Pasal 34 

( 1) Pemerintah Daerah bertanggung Jawab dalam pembangunan Janngan irigasi primer 

dan sekunder. 

(2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dllakukan aleh P3A 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izIn dan Bupali. 

(3) Pembangunan jaringan irigasl tersier menjadl hak dan tanggung jawab P3A. 

(4) Dalam hal P3A tldak mampu melaksanakan pembangunan 1aringan IrigasI tersier 

yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat mambantu 

pembangunan jaringan irlgasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan 

memperhatikan prinsip kemandirian. 

(5) Sadan usaha, badan sosial, etau perseorangan yang memanfaatkan air darl 

sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapal membangun 

janngannya sendiri berdasarkan rencana induk pengernbangan irigasl daerah 

setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupatl. 

(6) Pembangunan jarlngan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan 

norma, standar, pedoman, dan manual dengan persetujuan desaln konstruksl dari 

Bupati dan pengawasan dari Dinas. 

(7) Pedoman mengenal tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. -
21 
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Bagian Kedua 

Peningkatan J aringan lrigas i 

Pasal35 

(1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan 

sumber daya air di wilayah sungal dengan memperhabkan rencana pembangunan 

pertanlan dan sesuai dengan norma, standar, pedoman. dan manual yang bertaku. 

(2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus mendapat 

izin dari Bupati. 

Pasal 36 

(1) Pemerlntah Dae rah bertanggung jawab dalam peningkatan ja11i ngan irigas, pnmer 

dan sekunder. 

(2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin darl Bupa1i. 

(3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A. 

(4) Dalam ha! P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier 

yang rnenjadl hale dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu 

peningkatan jaringan lrigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan 

memperhat1kan prinsip kernandirlan. 

(5) Sadan usaha, badan soslal atau perseorangan yang rnernanfaatkan air dari 

sumber air melalui jaringan irigasi dapat meningkat.kan jaringannya sendiri 

berdasarkan rencana lnduk pengembangan ingasi setelah memperoleh izin dari 

Bupati. 

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin peningkatan jarlngan irigasi diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal37 

(1) Pengubahan dan/atau pembongkaran ja1ingan irigasl primer dan sekunder yang 

mengaldbatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan irigasi primer dan sekunder 

dalam rangka peningkatan jaringan lrigasl sepertl dlmaksud dalarn Pasal 36 ayat 

(1) dan ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati. 

-
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t2) Pengubahan dan/a1au pembongkaran jaringan irigasl tersier da1am rangka 

peningkatan jaringan irigas, tersier harus mendapat persetuiuan dari P3A yang 

bersangkutan. 

Pasal 38 

(1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasl dilakukan bersamaan dengan 

kegiatan pengembangan lahan pertanlan beririgasi sesuaI de:ngan rencana dan 

program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani 

setempal. 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanlan beririgasi diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB X 

PENGELOLA.AN JARINGAN IRIGASI 

Bagian Kesatu 

Operasi dan Pemellharaan Jaringan lrlgasi 

Pasal 39 

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigas, d1laksanakan sesuai dengan norma, standar, 

pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal40 

(1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi v.ewenang 

dan tanggung Jawab Pemerintah Daerah. 

(2) P3A d;ir,at berperan serta dalam operasi dan pemellharaan 1arlngan irigasi primer 

dan sel<under sesual dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

(3) PJA dapat melakukan pengawasan atas operasi dan pemeliharaan 1aringan irigesi 

primer dan sekunder. 

(4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas 

dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakatl bersama secara 

tertulis antara Pemerlntah Daerah, P3A. dan pengguna Janngan irigasi di setlap 

daerah ingasi. 

(5) Operasi dan pemeliharaan jaringan lrigasi tersier menjadl hak dan tanggung Jawab -
P3A. 
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(6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigas, milik badan usaha, badan sosial atau 

perseorangan men]adl tanggung jawab pihak yang bersangkutan. 

(7) Pemerintah Daerah menjamin ketersedlaan dan kompelemsi petugas pelaksana 

operasi dan pemeliharaan. 

(8) Pembiayaan tenaga operasi dan pembiayaan tenaga petugas pelaksana operasi 

dan peme0haraan menjadi tanggung jawab Pemenntah Daerah. 

(9) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin operasi dan pemellharaan Jaringan 

irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dia1ur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

Pasal 41 

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 

yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan 

bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A 

dengan memperhatikan prinsip kemandlrian. 

Pasal42 

(1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan lrigasi 

yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A dan pengguna air 

lainnya. 

(2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan unluk keperluan 

pemeriksaan atau pemellharaan jaringan irigasi. 

(3) Tenggang waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dlmaksud pada 

ayal (2) dllakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada P3A ser1a 

pengguna lainnya pahng lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan 

pengeringan. 

(4) Tenggang waktu pengeringan yang diperlukan unluk keglatan rehabilitasi dan 

penlngkatan jaringan irigasi harus rlijadwalkan dalam rencana tata tanam. 

(5) Tenggang waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabllitasi yang 

telah direncanakan atau rehabilitasi akibat te1Jad1 k.eadaan darurat atau 

peningkatan jeringen irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan 

waktu pengeringan total maksimal selama 2 (dua) minggu secara berselang. 

-
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Pasal43 
(1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan 

jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan Irigasf. 

(2) Pengamanan jaringan lrigasi sebagaimana d1maksud pada ayat (1 ) dilakukan oleh 

Dlnas, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. 

Pasal44 
(1) Sebagal upaya pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis 

sempadan jaringan irigasl untuk bangunan dan pagar. 

(2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi. 

(3) Garis sempadan pad a jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 

dari batas luar tepi atas atau kak1 tanggul sebelah luar atau bangunan pengalran 

yang ada dengan jarak: 

a. 5 (lima) meter untuk saluran irlgasi dan pembuangan dengan kemampuan 

4 m3/detik atau lebih; 

b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 

sampai 4 m3/detik, dan 

c. 3 (tlga) meter untuk saturan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 

kurang dari 1 m3/detik. 

(4) Garis sempadan jarlngan lrigasl untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran 

atau bangunannya dengan jarak· 

a. 3 (t1ga) meter untuk saluran irlgasl dan pembuangan dtmgan kemampuan 4 

m3/detik atau lebih; 

b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 

sampai 4 m3/det1k; dan 

c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 

kurang dari 1 m3/detlk. 

(5) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rus-aknya jaringan irigasi, Bupati 

menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan 

(6) Untuk keperluan pengamanan ianngan lrlgasi. dilarang mengubah dan/atau 

membongkar bangunan lrlgasl serta bangunan lain yang ada, mendirikan 

bangunan lain di dalam di atas. atau yang melintasi saturan irigasi. kecuali alas 

izin Bupati. 

-
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Pasal 45 

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan Janngan irigasi, penetapan garls 

sempadan jaringan irlgasi, dan pengamanan jaringan irigasi diatur leb1h lanjul dengan 

Peraturan Bupati. 

Baglan Kedua 

Rehabilltasi Jaringan lrigasi 

Pasal46 

( 1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan pnontas kebutuhan 

perbaikan irigasi yang diletapkan oleh Bupati setelah memperhalikan pertlmbangan 

Komisi lrigasi Daerah. 

(2) Rehabilitasl jaringan irigasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 

izin dari Bupali. 

(3) Pengawasan rehab1litasi jaringan irigasl dUaksanakan oleh Dinas. 

Pasa147 

t1} Pemerintah Daerah bertanggung Jawab dalam rehabilila:si jaringan lrigasl primer 

dan sekunder. 

(2) P3A dapat berperan serta dalam rehabllitasi jaringan ingasi primer dan sekunder 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari 

Bupatl. 

(3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A. 

(4) Dal.am hat P3A lidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irlgasi tersier yang 

menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu 

rehabifitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan pcrmintaan dari P3A dengan 

memperhatikan prinsip kemandirian. 

(5) Sadan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalarn 

rehabilttasi janngan ingasi yang dibangunnya. 

(6) Rehabilitasi jaringan higa:si yang berslfat rnultiguna menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Daerah rtengan kontribusi pembiayaan dari pengguna la1nnya. 

(7) Rehabilitasi jaringan irigasl yang mengakibatkan pengubahan danfatau 

pembongkaran jaringan irigasl primer dan sekunder harus mendapat izin dari 

Bupatl. -
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(8) Rehabilitasi jaringan lrigasl yang mengakibatkan pengubahan dan/atau 

pernbongkaran jaringan lrigasi tersfer harus rnendapat persetujuan dari P3A yang 

bersangkutan. 

(9) Rehabititasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanak.an secara partisipatif 

dan berdasarkan norma, standar pedoman dan manual. 

BAB XI 

PENGELOLAAN ASET IRIGASI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 48 

Pengelolaan asel 1rigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, 

pelaksanaan pengeloiaan. dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset lngasi, serta 

pemutakhlran hasll lnventarisasi aset irigasi. 

Bagian Kedua 

lnventarisasi Aset lrigasi 

Pasal49 

(1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan Ingas1. 

(2) Pendukung pengelolaan sistem irlgasi terdiri alas fasilttas pendukung fisik 

operasionat sistem irigasl, tembaga pengetota irigasi, sumber daya manusia dan 

aspek finansial pendukung operasional pengelolaan sistem irigasi. 

(3) lnventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah. dmensi, 

Jenls, kondisl. dan lungsi seluruh aset jaringan irigasi serta data l<etersediaan air, 

nilai asel. dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka 

kebertanjutan sistem irigasl. 

(4) tnventansasI pendukung pengetolaan irigasl bertujuan untuk mendapatkan data 

jumlah spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan lrigasL 

(5) Pemenntah Daerah melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengetolaan 

sistem irigasi. 

(6) Pemerlntah Daerah metakukan kompilasi alas hasil inventansas1 aset irigasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. -
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(7) Sadan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A. dan Pemenntaln Desa melal<ukan 

inventarisasi aset irigas1 yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan 

untuk membantu Pemerintah Oaerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi. 

(8) Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan l<ewenangan 

dan tanggung jawab sebagalmana dImaksud pada ayat (5) diatur tebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

PasalSO 

(1) lnventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) 

dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi. 

\2) lnventarlsasi pendukung pengelolaan irigasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 

49 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi. 

(3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) 

menjadi bagian dari sistem informasi lrigasI. 

(4) Sislem inlormasi irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan 

subslstem lnformasi surnbe1 daya air. 

Bagian Ketlga 

Perencanaan Pengelolaan Aset lrlgasi 

Pasal 51 

(1 ) Perencanaan pengelolaan asel irigasl meliputi kegiatan ana~sis data hasil 

inventarisasi aset irigasl dan perumusan rencana tindak lanjut untuk 

mengopt1malkan pemanfaatan ase1 lrlgasl dalam setiap daerah ingasi. 

(2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasl 

5 (lima) tahun sekali. 

(3) Penyusunan rencana pengelolaan aset lrigasi dililkukan secara terpadu, 

transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan 

pengguna jaringan lrigasi. 

(4) Sadan usaha. badan sosial. perseorangan, atau P3A menyusun rencana 

pengelotaan aset irigasl yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan. 

-
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Bagian Keempat 

Pelaksanaan Pengelolaan Asot lrlgasi 

Pasal 52 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan 

berdasarkan rencana pengelolaan aset lrigasi yang telah diletapkan. 

(2) Sadan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melak~anakan pengelolaan 

asat irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan. 

Pasal 53 

Jeringan irlgasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya 

kepada P3A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kalima 

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset lrigasi 

Pasal54 

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

aset irigasi setiap tahun. 

(2) Sadan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Pemertntah 

Daerah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengetolaan 

aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanJutan. 

(3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayai (1) dilakukan untuk mcngkaji ulang kesesuaian antara 

rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi. 

Bagian Keenam 

Pemutakhiran Hasil lnvent.arisasi Aset lrigasi 

Pasal 55 

Pemutakhiran hasll inventarisasi aset irigas1 d1laksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal56 

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

-
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BABXII 

PEMBIAYAAN 

Baglan Kesatu 

Pembiayaan Pengembangan Jaringan lrigasl 

Pasal 57 

(1 J Pemblayaan pengembangan jaringan irigasi prime, dan sek,mder menjadi 

tanggung Jawab Pemenntah Daerah. 

(2) Pembiayaan pengembangan jaringan lrlgasl tersler menJadl langgung Jawab P3A. 

(3) Pembiayaan µengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari 

bangunan-sadap, bolls tersier, dan bangunan peleng~ap terslar lalnnya menjadl 

tanggung Jawab Pem!!!rintah Oa!!!rah. 

(4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irlgasi tersier 

yang meniad, tanggung Jawabnya Pemerintah Daeroh oapat membantu 

pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasar1<an permintaan dan 

P3A dengan memperhat.ikan orinsip kemandirian. 

15) Pembiayaan p;:,ngambangan ja,inyan irigasi yang diselenggarakan oleh badan 

usaha, badan soslal. atau perseorangan menjadi langgung jawab maijiny-masing 

pihak yang bersangkutan. 

(6) Dalam hat lerdapat kepentingan mendesak Pem,mnt.ah Daerah dapal beke~ama 

dalam pemblayaan dengan Pemerlntah, Pemerlntah Provins! dan/atau Pemanntah 

Kabl.lpaten/Kota lamnya untuk pengembangen pembangunan penlngkatan 

jaringan irigasl pada daerah ingasi !ertenlu. 

Bagian Kedua 

Pemblayaan Pongclolaan Jarlngan lrigasi 

Pasal58 

(1) Pembiayaan pengelolaan faringan irigasi primer dan sekunder menjad1 tanggung 

Jawab Pemerlntah Daeroh. 

(2) Pemblayaan pengelolaan jaringan irlgasi primer dan sekunde, dodasarkan alas 

angka kobutuhan nyata pengelolaan lrlgasl pada sotlap daerah lrlgasl. 

(3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan ir,gasi pada setiap daerah lri!;!asi 

dllakukan Pomerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan 

P3A berdasarl<an penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusl P3A 
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(4/ P3A mempunyai Mk, kewajiban dan tanggung Jawab mengumpulk.an, mengelola 

clan memantaatkan Iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya. 

(5/ lumn pengelolaan irigasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) denga11 ketentuan 

sebagal beriku1: 

a besaran dan bentuk iuran ditetapkan be<dasar!<an kesepakatan bersama 

diantara para ,mggota P3A 

b. iuran pengelolaan irigasi dilaksanakan secara serentak clan menyeluruh pada 

daeroh irigosi, dan 

c. ,uran pengelolaan lrigasl dimanfaatkan untuk pemblayaan operesi, 

pemel1haraan clan rehab1litasi jaringan lrigasi tersler dan Jarlngan irigasi lain 

yang rnar11adi tanggung jawabnya. 

(6) Pno,itas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irlgasi pada setiep daerah Irlgasl 

disepakati Pemerintah o .. erah bersama dengan P3A. 

Pasal 69 

(1) Penibtayaan pengelotaan janngan mgas, primer dan sekunder sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 58 merupakan daoa pengelolaan lrlgasI yang 

pengelolaannya men]adl tanggung Jawab Pemerintah D-oe,ah. 

(2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dllakukan sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Ketantuan mengvnai dana pengelolaan lrlgasi seba9aimana dimak~ud pads ayat 

t 1) dlatur leblh Ian Jut dengan Peraturan Bupali. 

Pasal60 

(1) Pembiaya.an pengelolaan iaringan ir,gasl terser men1adi tanggung jawab P3A di 

wilayah kerJanya. 

i2) Dalam ha! P3A tldak mampu membiayai pengelo!aan Jarlngan lrlgasl tersier yang 

menjadi tanggung jawabnya, Pemerinl.ah Daerah dapat membanlu pemblayaan 

pengelolaan jaringan irigasi le11,abul. berdasarkan permimaan darl P3A dengan 

rnemperhatikan prinsip kemandlrian. 

(3) Pemblayaan pengelolaan Jarlngan lrlgasl yang dlbangun oleh badan usaha, badan 

sosial atau perseorangan menjadi tanggung jawab maslng maslng plhak yang 

bersangkutan. 

( 4) Pengguna jaringan irigasi wajib lkul sena dalam pembiayaan pengelolaan jaringan 

irigasi yang dibangun oleh Pemerinlah Oaerah -
31 



32

(5) Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan jaringan ingasl oleh pengguna lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 61 

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilltasi jaringan irigasi pada 

daerah lrigasi dengan luasan kurang dari 1.000 ha tetapi belum menjadi prioritas 

Oaerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan keriasama dengan plhak lain. 

Pasa162 

Pembiayaan operasional Komisi lrigasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Oaerah. 

Bagian Ketiga 

Keterpaduan Pembiayaan 

Pengelolaan lrigasi 

Pasal63 

(1) Komisi lrigasi Daerah mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan 

pembiayaan pengelolaan jaringan irigasl yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. 

(2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksuo 

pada ayat (1) mengac:u pada usulan prioritas alokasl pembiayaan pengelolaan 

jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi lrigasi Daerah atas dasar asas 

propors1ona1, transparan ctan akuntabel. 

BABXUI 

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI 

Pasa1 64 

(1 ) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan lrigasi, Bupati 

mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendahkan alih fungsi 

lahan beririgasi di daerahnya_ 

(2) lnstansl yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasl berperan 

mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuK keperluan 

nonpertanian 
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(3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam 

rangka mendukung pewilayahan komodlti pertanian yang menjadi salah sa1u unsur 

dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah untuk mendukung kelahanan 

pangan naslonal. 

(4) AlIh fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) dalam sualu 

daerah irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah yang telah 

ditetapkan dan memperoleh Izin dari Bupatl. 

Pasa165 

(1) Alih fungsi lahan benngas1 tidak dapat dilakukan kecuall terdapat : 

a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau 

b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya iungsi lahan den jaringan irigasi. 

(2) Pemefintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasl besen.a 

jaringannya yang diaklbatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah. 

(3) Pemerintah Oaerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasl 

dalam hal : 

a. sebaglan jaringan irigasi beratih fungsl; atau 

b. sebagian lahan berlrigasl berallh fungsi. 

(4) Sadan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat 

mengakibatkan allh fungsl lahan beririgasi yang melanggar rencana tala ruang 

w,layah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan 

beririgasi beserla ji:lringannya. 

BAB XIV 

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI 

Pasal66 

(1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem lrigasi diperlukan 

koordinasi pengelolaan sistem irlgasi antar daerah lrigasi antar wilayah 

administras, terkatt dan/atau antar sektor terkait. 

(2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dllakukan melalui kom1si irigasi kabupaten dan/atau iorum koordinasi daerah 

irigasi 

(3) Hubungan kerja antar Komisi lrigasi Oaerah dan hubungan kerja antara Komis! 

lrigesi Daerah dan Dewan $umber Daya Air Daerah bersifat konsultatif .dsn 

koordinatif. 
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(4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasl pada daerah irigasi dan daerah irigasi yang 

sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah dan/atau daerah irigasi dengan luasan 

antara 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yang sudah dltugasperbantukan o'eh 

Pemerintah Provins, kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi 

lrigasi Oaerah. 

(5) Koordinasi pengelolaan slstem irigasi yang jarlngannya berfungsi mulbguna pada 

satu daerah irigasi dapal dilaksanakan melalui forum koordlnas, daerah lrigasi. 

(6} Tata cara pembentukan forum koordinasi antar komisi dan forum koordinasi daerah 

irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XV 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasalo7 

(1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengeloiaan sistem 

irigasi diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan 

dan pengelolaan sistem lrigasi di sebap daerah irigasi dengan mellbatl\an peran 

masyarakat. 

(2) Pengawasan sebagarnana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : 

a. pemantauan dan evaluasi agar sesual dengan norma, standar pedoman. dan 

manual; 

b. pelaporan; 

c. pemberian rekomendasi; den 

d. penertiban. 

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagalmana dlmaksud pada c:1yill (1) 

dilakukan dengan menyampalkan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang 

berwenang. 

(4) Dalam rangka pengendalian allh fungsi lahan berlrlgasl, Pemerintah Daerah 

melakukan pengawasan terhadap kesesuaian lzln alih fungsi lahan dengan 

rencana lala ruang yang lelah ditetapkan. 

(5) P3A. badan usaha. badan sosial, dan perseorangan menyampatkan laporan 

mengena, tnformasi pengembangan dan pengelotaan sislem irigasi yang meujadi 

tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah. 

-
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(6) P3A melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan 

sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada 

Pemerin1ah Daerah. 

(7) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintah 

Daerah sesual dengan kewenangannya menyediakan inforrnasi pengembangan 

dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka dan dapat dlakses oleh umurn. 

(8) Ketentuan mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan lrigasi diatur 

lebih laniut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XVI 

LARANGAN-LARANGAN 

Pasal 68 

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi dllarang: 

a. menyadap air darl sungal dan saluran pembawa, selain pada tempat yang 

dilentukan, 

b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat 

beraktbat menghambat aliran, mengubah slfat flslka, kimiawi dan mekarns air yang 

dapat merusak fungsl air lrlgasl dan bangunannya; 

c membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan­

bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan leljadlnya kebocoran 

dan dapat mengganggu stabllltas saluran serta b,mgunan-bangunan lainnya; 

d . menggembalakan. menambatkan atau menahan hewan atau ternak di wilayah 

daerah sempadan saluran; 

e . merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis­

tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi: 

f. rnembudldayakan tanaman pada tangkis-tangk1s saluran, brem dan alur-alur 

saluran; 

g. menghalang, atau rnermtang1 kelancaran jalannya air dengan cara apapun; 

h. mendirikan bangunan di wilayah daerah sempadan saluran kecual1 bangunan untuk 

mendukung peningkatan fungsi jaringan ingasi; 

I. membuang limbah padat. gas dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak 

langsung yang dapat menurunkan kualitas air; 

j . menambah. merubah fungsl pada bangunan fastlitas sumur pompa. -
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Pasal 69 

(1) Tanpa izin dari Bupa1I dilarang : 

a. mengadakan perubahan dan/atau pernbongkaran bangunan-bangunan dalarn 

janngan irigasi maupun bangunan pelengkapnya, 

b. mendlrikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain sepertl 

yang tersebut pada huruf (a) yang berada di dalam , di atas maupun melintasl 

saluran: 

c. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk atau bangunan 

irigasi lainnya yang dapat menghambat allran dan merusak lingkungan dan 

bangunan irigasi; 

d, mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat 

mengganggu fungsi drainase: 

e. rnembuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irlgasi; 

f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikll, batu atau hasil 

a lam yang se1enis dari Jaringan lrlgasl; 

g. rnembudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran: 

h. rnembuang air lrigasi yang ada di petak dan/etau kolam langsung ka sungal 

atau saluran bukan irigasi karena menyalahi penerapan prinsip sistem 

pemanfaatan ulang. 

(2) Ketenluan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pade ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XVII 

SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal70 

( 1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud oaiam Pasal 68 

dan Pasal 69 dIkenakan sanksi admlnlstrasl berupa pencabulan ilin. 

(2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagairnana dimaksud dalarn Pasa1 68 huruf c, 

huruf f, dan huruf J. serta Pasal 69 huruf b, huruf c. dan huruf d selain dikenakan 

sanksi berupa pencabutan izin sebagimana dimaksud pada ayat (1). Juga 

dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan. 

-
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BAB XVIII 

TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal71 

(1) Dalam hal terjadl persellslhan dalam pengelolaan lrigasi rnaka terlebih dahulu 

diselesaikan di wilayah pengelolaan lrigasi dengan cara musyawarah mufakal 

(2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya 

perdamaian. pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian. 

(3) Tindakan berupa pembinaan. pemulihan kerusakan dan gantl kerugian dapat 

ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan. 

(4) P3A atau gabungan den induknya dapat menetapkan sanksi tertentu dan 

melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga dengan ketentoan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau 

menimbulkan perbuatan pidana baru. 

(5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (-4) tidak dapat dicapai, maka perselislhan 

diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

(6) P3A atau gabungan atau lnduknya, badan sosial dan pengguna air lrigasi lainnya 

berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan melaporkan kepada PPNS alau 

Pejabat Penyldik Kepolisian Negara atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran 

dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai peraturan perundang-undangan 

yang bertaku. 

BAB XIX 

PENYIDIKAN 

Pasal72 

(1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pcmerintoh Daerah diberl wewenang sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran 

ketentuan d::ilam Peraturan Daerah ini 

(2) 1/Vewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pldana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan 

pemeriksaan: 
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c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dlri dari 

tersangka: 

d. melakukan penyitaan benda atau surat; 

e. mengambII sIdil< jari atau memotret seseorang 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi: 

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemerlksaan 

perkara; 

h. menghentikan penyidikan selelah mendapatkan petunjuk dart penyldlk umum, 

bahwa tidak terdapat cvkup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 

tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum (POLRI) memberitahu hal 

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; 

i. mengadakan tmdakan lain menurut hukum yang dapat dlpertanggung 

Jawabkan. 

BAB XX 

KETENT UAN PIOANA 

Pasal 73 

(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaImana d1maksud dalam Pasal 21 

ayat \1 ), Pasal 23 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 36 ayat (2) dan 

ayat (5), Pasal 37 ayat {1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (:3), ayat (4), dan ayat (6), 

Pasal 47 ayat (7), Pasal 65 ayat (4), Pasal 68 dan Pasal 69, diancam pi::lana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingglnya Rp.50 000.000 

(fima puluh juta rupiah). 

(2) Selaln dlkenakan sanksi p1dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), kepada 

setIap orang yang melakukan pelanggaran diwajibkan mengernbalikan fungsi, 

kondisi jaringan irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri 

(3) Oa)am hal pelanggaran sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) juga menimbulkan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam pidana sesual dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Tindakan pidana sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
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BAB XXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 74 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a . Semu.i peraturon pelaksanaan yang borkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan 

pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini: 

b lzin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang 

telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir· 

c Terhadap jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada P3A 

dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dengan ketentuan : 

1) jika berdasarkan hasil evaluasi Kinerja pengelolaan irlgasi dinilai layak dan P3A 

rnenyatakan keS<tnggupannya, penyerahan sementara aset dilingkatkan rnenjadi 

pemindahan tanggung jawab dalam bentuk hibah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan dan pengeloiaannya diserahkan kepada P3A.; 

2) Jlka berdasarkan hasll evaJuasi kinerja pengelolaan lrlgasl dinyatakan tldak layak, 

aset dan pengelolaan jaringan irigasi dikernbalikan dan menjadi tanggung jawab 

Pemcrintah Daerah. 

3) evaluasi pengeI01aan ir19as1 mulaI dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun, dan 

diselesaik.an paling lama 3 (liga) tahun sejak bertakunya Peraturan Daerah ini ; 

4) selama evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan irigasi letap dilakukan 

oleh PJA; 

5) kegiatan evaluasi sebagalmana dimaksud pada huruf (c) dilakukan oleh 

Pemerintah Oaerah bersama dengan P3A; 

6) prosedur dan kriteria evaluasi k1nerja pengelolaan irigasi disiapkan ofeh 

Pemerintah Daerah bersama dengan P3A dan diatur dengan Peraturan Bupati; 

d. Penyerahan pengefolaan irigasi selain dimaksud pada ayat (J) yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah kepada P3A disesua1kan dengan ketentuan; 

1 . pads jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif 

berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan P3A, 
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2. jika P3A tidak menyepakati pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan 

sekunder secara partisipatif, maka pengelolaannya menJadi tanggung jawab 

Pemerintah Daerah: 

3. kesepakatan sobagaimana dimaksud pada huruf {a) dan huruf (b) dilakukan 

paling lama 2 (dua) lahun sejak berlakunya Peraturan Daerah lni. 

BAB XXII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal75 

Hal-hal yang belum diatur dalam Perawran Daerah ini sepanjang mengenai 

pelaksaneannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl. 

Pasal76 

Peraturan daerah lnl mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1m 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

Dluudangil.an di 'Purwollerto 7\ 
P•<I• Tnng.1il .... O ... 1 ... Jllt,-•Jfi0B···· 
stl!:RBT.AfUS il.AE.iWJ IVJl0PATI:N B.\NYUMAS 

M. 181{""'' _ 
Pc"' . '- • .tuda 

KIP : 1'!1>:llZ l 07ii'13 .l 003 
WIURA.'f l)Afll.\H Wllli\.ft'I IIA!ilUlo.1.9 'W!.Ull ... _ ........ 

NOillrut ·······-· S!ll -· ........ . 

Oitotapkan di Purwokcrto 

pada tanggal 1 Juli 2009 

BUPATI ,,u,I\IY 

◄0 
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I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 11T AHUN 2009 

TENTANG 

IRIGASI 

Sesuai dengan tuntutan pembaharuan yang d,lakllk,m oleh sel11ruh bangsa 

Indonesia. maka di sektor pengelolaan sumberdaya air Pemerintah bersama 

dengan Dewan Perv,akilan Rakyat telah menyetujui untuk mengundangkan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 1entang Sumbedaya Alr Kemudlan 

menyusul diundangkannya Undang-Unclang Nomor 7 Tahun 2004 tersebul 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 

tentang lrigasi. Oikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 

tersebut dlmaksudkan untuk menggantikan Peraturan Pemenntah Nomor 77 

Tahun2001 tentang irigasi. 

Perbedaan yang nyata antara kedua Peraturan Pemerintah lersebut ialah 

lentang kewenangan pengelolaan daerah irigasi. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor i7 Tahun 2001 ditentukan bahwa pengelolaan irigasi di 

Indonesia diserahkan kepada perkumpulan petani pemakal air, sedangkan 

dalam Peraturan Pemertntah Nomor 20 Tahun 2006 yang mengacu pada 

Pa:;al 41 Unclang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ditentukan bahwa 

pengelolaan irigas1 dikembalikan pada sistem pengelolaan bersama antara 

pemenntah/pemerintah provinsi/pamerintah kabupaten/kota di jaringan primer 

dan sekunder dengan petani di jaringan tersler. 

Meskipun demikian kedua kebijakan pemerintah tentang iriga:;I tersebut 

mempunyai banyak kesamaan, yaitu bahwa kobljakan-kebijakan tersobut 

sangat mendukung dllaksanakannya pengelolaan irigasi dengan menggunakan 

paradigma baru yailu dilaksanakannya azas demokrasi, partisipasi. 

petaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) berorientasi 

pada pengelolaan pelayanan serta pembaharuan btdang teknologl dan 
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manajerial irigasi untuk mencapai keberlanjutan irigasi dan lingkungan 

strategisnya. 

Selaln llu kebljakan lrigas1 yang baru juga menekankan tentang masih tetap 

gayutnya pencapaian ketahanan pangan sebagai tujuan pelaksanaan irigas1 

selain umuk meningkatkan kesejahteraan petanl. Untuk itu pelaksanaan 

irigasl di Kabupaten Banyumas Juga tetap ditujukan umuk dapat memenuhi 

kedua tujuan tersebut. 

Kabupaten Banyumas mempunyai karakteristik yang khas, balk klimat maupun 

sosial budaya masyarakatnya. lnstitusi pengelola irigasi tradisional seperti Ulu­

Ulu dan Ulu-Ulu Fak, misalnya keberadaanya masih dapat ditemui di beberapa 

tempat dan sangat mudah untuk disesuaikan dengan perkumpulan petani 

pemakai air yang dibentuk kemudian. Kondisl grokllmatlk basah lereng 

pegunungan yang mendominasi hamp1r seluruh wilayah Kabupaten Banyumas 

memungkinkan petani Banyumas untuk menanam tanaman padl hampir 

sepanjang tahun. Atau minimal dua kali tanam padi disambung dengan 

tanaman palawija dan bahkan banyak yang membud1dayakan perikanan air 

tawar. 

Karena kondisi kllmatik tersebui maka sebagian besar budidaya pertanian 

(tanaman dan ikan) yang dilakukan petani banyak berasal darl sumber air 

irigasi permukaan.atau sumber-sumber air darl gunung berapi Slamet. Oengan 

demlkian masalah optlmallsasl penggunaan air irigasi perrnukaan untuk 

berbagal kepentlngan dan upaya konservasinya menjadi suatu hat yang harus 

dikerjakan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 : 

ayal (1) 

Yang dlmaksud dengan ·asas demokratis" adalah pengernbangan 

dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah. 
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Yang dimaksud dengan 'asas peranserta" adalah sebagat suatu 

upaya memandiri.kan dalam bentuk l<emitraan dan kesetaraan 

diantara pemegang kebijakan lain sehingga berkembang menjadl 

suatu bentuk pemberdayaan. Bentuk peran serta dalam 

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa 

pemikiran gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. 

Peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan 

sistem lrigasi dllaksanakan di seluruh daerah 1ngas1 melalul P3A 

bersama-sama dengan pemenntah kabupaten sesuai dengan 

kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan rasa memillki, 

rasa tanggungjawab, dan kemampuan P3A dalam rangka 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. 

Yang dimaksud dengan ·asas berl<eadilan" adalah pengembangan 

dan pengelolaan irigasi dilakukan secara proporsional sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat pemaka1 air irigasi dari bagian hulu 

sampai hilir. 

Yang dimaksud dengan "asas transparan dan akuntabel" adalah 

pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

ayat(2) 

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan dan 

pengelolaan 1rigasl dilakukan dengan mengintegrasikan kepentlngan 

sektor dan daerah. 

Yang dimaksud dengan "berl<elanjutan dan berwawasan lingkungan" 

adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan 

memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingl<ungan. 

ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "ketahanan pangan" menurul Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Ketahanan Pangan adalah 

terpenuhinya pangan bag! setiap rumah tangga yang tercerrnln darl 

tersedlanya pangan yang cukup, balk jumlah maupun mutunya, 

aman, meraia dan terjangk.au. Pengertian undang-tmdang tersebut 

-
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lebih menekankan pada aspek harkat hidup yang layak bagl 

masyarakat, bukan pada komoditinya. 

ayat (4) 

Yang dimaksud dengan keberlanjutan dan pelestarian sistem irigasi 

tidak hanya usaha konservasi komponen artefak jaringan fisik irigasi 

beserta lahan yang diairinya agar tidak berubah. fungsi 

peruntukannya menJadl nonsawah lrigasi, tetapi juga keberlanjutan 

dltlnjau dari aspek sosial dan ekonomi. 

Yang dimaksud dengan "petani mandiri dan bermartabat" adalah 

petani yang bersangkutan dapat setara dengan profes, lainnya darl 

aspek psikologls, ekonomis maupun soslal sena marnpu untuk 

menyelesaikcin masalahnya sendiri. Oleh sebab itu kemendirian dan 

martabat petani tersebut perlu ddindungi oleh suatu peraturan hukurn 

termasuk peraturan daerah 1ni. 

ayat(5) 

Cukup je!as. 

Pasa13 

ayat (1) 

huruf a 

Yang dimaksud dengan "keandalan air lrigasi adalah 

kondisl/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jurnlah, waktu, 

tempat. dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk 

rnendukung produklifitas usaha tani secara maksimal. 

Yang dlmaksud dengan "waduk" adalah ternpat/wadah 

penampur,gan air di sungai agc1r dapat digunakan untuk irigasi 

ataupun keperluan lainnya. 

Yang dtmaksud dengan ·waduk lapangan· adalah tempat/wadah 

penampungan air pada waklu lerjadi surplus air di sunga; atau 

menampung air hujan. 

-
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huruf b 

Yang dimaksud dengan ' keandalan prasarana irigasi" adalah kondisi 

dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan 

pelayanan lngasl secara optimal. 

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasl 

primer. sekunder, dan tersier adalah: 

1) kegiatan pengamanan janngan mgasl yang berupa upaya untuk 

mencegah dan menanggulangl terjadinya ke1usakan jaringan 

irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, ateu daya alam 

guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan 

2) K.onservasl air di oaerah irigasi yang berupa upaya untuk 

menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu 

air lrigasi pada jaringan irigasi serta menjega mutu kelebihan air 

lrigasi yang sudah lidak dipergunakan. 

huruf c. 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. -
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ayat (4) 

Sesuai dengan asas partisipasi yang dianut dalam pengembangan 

dan pengelolaan i1iga1:1i, maka pemenntah daerah sangat 

membutuhkan peranserta petani baik P3A, gabungan P3A rnaupun 

induk P3A, sehingga kemandirian pelani dan keberlanjutan sistarn 

irigasi dapat terwujud. 

Pasal 8 

ayat (1) 

Cukup Jelas. 

ayat(2) 

Cukup 1elas. 

ayat (3) 

Cuk.up Jelas 

ayat(4) 

Forum koordinasl daerah irlgasi adalah sebagai sarana konsultasl 

dan Komunlkasl amara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, 

dan waldl pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang 

jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. 

Pemerintah kabupaten sesuai dengan ke.wenangannya memfasilitasi 

terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi 

ayat (5) 

Cukup jelas. 

ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal9 : 

huruf a 

Cukup jelas. 

huruf b 

Cukup jetas. 

huruf c 

Cukup jelas. 

huruf d 

Cukup jelas. 
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huruf e 

Cukup jelas. 

hurut d 

Cukup Jelas. 

huruf e 

Cukup jelas. 

huruf f 

Cukup jelas. 

huruf g 

Cukup Jelas. 

huruf h 

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam ketentuan inl lebih 

dlutamakan dalam bentuk bantuan teknis. penyediaan pemblayaan. 

sedangkan pelaksanaannya dapal dilakukan oleh P3A, gabungan 

P3A atau pemerintah desa. 

huruf i 

Cukup Jelas. 

huruf j 

Cukup jeleis. 

huruf k 

Cukup jelas 

Pasal 10 : 

huruf a 
Meskipun kewenangan pernennlah desa hanya sebatas peningkatan 

dan pengelolaan sistem lrigasi, tidak tertutup kemungkinan 

pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa 

setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten. 

huruf b 

Cukup jelas. 

huruf C 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

huruf a 
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Cukup jelas. 

huruf b 

C•Jkup jelas. 

huruf c 

Pasal 12 

Pasal 13 

Persetujuan hanya dIberikan oleh P3A, dalam hal P3A belum 

terbentuk, persetujuan diberikan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan kesepakatan masyarakat petanl. 

Kerjasama yang disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasI, sena 

pembangunan. peningkatan, dan rehab1lrtasi slstem irlgasl. 

aya1 (1) 

Penyerahan wewenang pemerintah daerah kepada perrerintah 

provinsl dalam ketentuan lni berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang­

Undang Nomor7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 

ayat (2) 

Wewenang yang lidak dlserahkan dalam ketentuan ini adalali 

operasi dan pemeliharaan slstem irigasi, dem1kian pula kegiatan 

studi investigasi, dan perencanaan detail tetap bcrada pada 

pemerintah kabupaten. 

ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 14 : 

ayat (1) 

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan "pembangunan, 

peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi' adalah juga 

melipuli kegiatan perencanaannya. 

ayat (2i 

Cukup jelas. 

ayal (3) 

Peranserta masyarakat petanl secara perseorangan dalam 

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas peda hal-hal 
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yang tidak mempunyai dampak secara kole!<tif, misalnya dalam 

penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air 

Peranserta masyarakat petani juga dapal uiwujudkan dengan 

keterllbatan petani wanila dalam pengembangan dan pengelolaan 

sistem irigasi. 

Yang dimaksud dengan ·perseorangan· adalah subyek nonbadan 

usaha yang memerlukan air unluk usaha pertar,ian. 

Peranserta masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, 

teknts, dan pembiayaan. 

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasilkan antara lain dari 

status hukum organisasi. kemampuan mana1enal, keaktifan 

pengurus, dan jumlah anggota organisasl yang aktlf. 

Kemampuan teknis dapat dlindikasi'<an antara lain dari jumlah 

tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil 

dan merata, jaringan irigasi terpeliharanya dengan baik, dan 

meningkatnya usaha lam. 

Kemampuan pembiayaan diindikasikan anlara lain dari kemampuan 

membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan 

mengelolanya. 

ayat(4) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 : 

Cukup Jelas. 

Pasal 16 

Cukup jefas. 

Pesel 17 

ayat (1) 

Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan 

kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, 

operas,, pemellharaan, dan rehabllitasl Jarlngan irtgasi. 

ayat(2) 
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Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "masyarakal hukum adat• adalah 

masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya 

dlkukuhkan dengan peraturan daerah setempat. 

Oalam pengertian "masyarakat hukum adat' terrnasuk juga ulu-ulu 

(petugas pembagi air) yang keberadaannya disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat setempat. 

Pasal 19 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Yang dImaksud dengan "pertanlan rakyar adalah budidaya 

pertanlan yang melipuU berbagai komodltl, yailu pertanian tanaman 

pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang 

dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan alrnya 

tidak lebih darl 2 liter per detik per kepal::i keliJarga. 

ayat (3) 

Hak guna usaha air un1uk ingasI dImaksudkan hanya untuk 

memenuhl kebutuhan air bagl lahan pertaniannya sendirl diluar 

pertanian rakyal. 

Pengusahaan di bidang pertanian adalah budidaya yang 

memerlukan pasokan a,r irigasl untuk usaha blsnls yang 

menghasllkan keuntungan, sebagai contoh m,alia tani buah-buahan 

bernilal ekonomi linggi, usaha restoran perikanan, bisnis 

pertambakan, dll Penetapan kritena perizinan mempertimbangkan 

rancangbangun, ketersediaan air dan pemanraatannya terhadap 
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lingkungan, peranserta petani setempat, dan ciri usaha tani yang 

dilakukan (misal padat karya). 

ayat(4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal20 : 

ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 'diperoleh tanpa izin" adalah hak guna pakai 

air untuk irigai;i diperoleh masyarakat petani clengan cuma-cuma 

metalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aKt.if 

d1bertkan secara kolektrf oleh pemerintah melalul P3A. 

Yang dimaksud dengan "sistem irigasi yang sudah ada" adalah 

sistem lrigasi yang suclah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh 

pemerintah pada sistem lngas1 yang rencananya sudah dltetapkan 

oleh pemerlntah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 lenlang Sumber Daya Air. 

ayat (2) 

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A adalah hak 

guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu 

daerah irigasi 

ayat (3) 

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder. dan 

petak tersier. serta kebutuhan aimya dalam surat penetapan adalah 

untuk lebih memperkuatjaminan kepada petanl. 

ayal (4) 

Ketentuan ini berlaku bagi s1stem irigasi beru dan sistem irigasi yang 

ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani. 

ayat (5) 

Cukup Jelas. 

ayat(6) 



52

Cukup jelas. 

ayat(7) 

Cukup jelas. 

ayat (8) 

EvatuasI dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahim 

ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, 

perubahan jenls tanaman, dan waktu tanam. 

Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini. 

ayat9 

Cukup jelas. 

Pasal 21 : 

ayat (1) 

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya un1uk 

mernenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendlrl dlluar 

pertaman rakyat. Termasuk dldalamnya pengusahaan di bidang 

pertanian adalah budidaya yang memerlukan pasokan eir irigasl 

untuk usaha bisnis yang menghasilkan kcuntungan, sebagai contoh 

usaha tani buah-buahan bemilai ekonomi tinggi (buah naga), usaha 

restoran perikanan, bisnls pertambakan. dll Penetapan krlteria 

perijinan mempertimbangkan rancangbanQun, keterse<liaan air dan 

pemanfaatannya terhadap lingkungan, peran serta petanl setempat. 

ciri usaha tanl yang dllakukan (padat karya, mekanis, dll). 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup ]elas. 

ayat (5) 

Cuk.up Jelas. 

ayat (6) 

Evaluasi dilakukan antara lain berdsarkan perubahan ketersediaan 

air dan penggunaan air. misalnya akibat kondlsi alam. perubahan 
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luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi. perubahan jenis tanaman, 

dan waktu tanam. 

Evaluasi dimulai sejak d1undangkannya peraturan daerah inl. 

ayat (7) 

Pasa122 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Cukup jelas, 

Yang dlmaksud dengan "pelaksana pengernbangan irigasi", antara 

lain, adalah pemerinlah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, 

badan usaha, badan sosial , kelompok masyarakat, atau 

perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem lrigasi di 

suatu wilayah tertentu. 

Yang dimaksud dengan ' iz1n prinsip alokasi air" adalah penetapan 

yang bersifat sementara yang diberikan kepada pelaksana 

pengembangan irigasi sebl!IQai jaminan untuk memeproleh sejumlah 

air dari sumber air terientu setelah irigasi siap berfungsi. 

lzin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan 

debit air, dan waktu pemberiannya. 

Termaslll< dalam pelaksanaan "peningkatan sistem lrigasi yang 

sudah ada' adalah perluasan sistem irigasl. 

ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ''kebutuhan air irigasi' adalah kebutuhan air 

untuk pertanian 

Yang dimaksud dengan "kepentingan iainnya" adalah kepentingan 

lain diluar pcrtanlan. 

ayat (3) 

Cukup jeias. 

ayat (4) 

Cukup Jelas. 
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ayat (5) 

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi yang telah selesai dibangun" 

adalah untuk pembangunan janngan irigasi baru atau peningkatan 

jarlngan lrigasi yang sudah ada. 

Pasal 24 : 

Cukup jelas. 

Pasal 25 : 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

ayat(2) 

Yang dimaksud dengan 'dalam hal tertentu" adalah misalnya 

kekeringan a1au kebakaran. 

Yang dimalcsud dengan "kebutuhan lainnya" adalah: 

a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari, 

b. kebutuhan unluk penanggulangan kekurangan air baku untuk air 

minum rumah tangga; 

c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran; 

d kebutuhan unluk penanggulangan akibat pencemaran air. 

ayat (3) 

Rencana tata tanam memuat ienis tanaman, lokasl penanaman, 

jadwal tanam, dan luas tanam. 

ayat (4) 

huruf a 

Optimalisasi pemanfaa1an air irigasi pada satu daerah lrigasi dapat 

dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam 

beberapa golongan kelompok petak sawah oerdasa fl<an pola dan 

tata tanam. 

Optimalisasi pemanfaalan ail irigasi anlardaerah irigasi dapat 

dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam anlara daerah 

lrigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapal 

air dari sumber yang sama. 
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huruf b 

Cukup jelas, 

aya1 (5) 

Cukup jelas, 

ayal (6) 

Ketersediaan air untuk irigasi leblh diutamakan dengan 

memanfaatkan secara optimal air permukaan tanah. Namun 

demikian pada kondisi dan daerah-daerah 1ertentu dapat 

memanfaatkan juga air bawah tanah 

ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 : 

ayat (1) 

Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten terdiri dari rencana tata 

tanam yang disusun oieh dinas daerah untuk daerah irigasl yang 

menjadl kewenangannya, 

ayal(2) 

Cukup jelas. 

ayat(3) 

Cukup jelas 

Pasal27: 

ayat (1) 

C ukup jelas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat(4) 

Yang dirnaksud uengan "dewan sumberdaya air" adalah wadah 

koordinasi antarpemmk kepentingan sumberdaya air sesuai dangan 

wilayah kerjanya (tingkat nas1onal, provlnsi, kabupaten, atau wilayah 

sungai). 



56

ayat (5) 

Cukup jelas, 

ayat (6) 

Cukup Jelas. 

Pasal 28 : 

aya\(1) 

Cukup jelas 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

huruf a 

Yang dlmaksud dengan "memperhatikan kabutuhan air untuk ir1gasi" 

adalah memperhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan air yang 

belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A dan komisi 

irigasi. 

huruf b 

Cukup jelas. 

ayat(4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Pelaksana pengelolaan lrigasi adalah petugas lapangan yang 

melakukan pembagian dan pembenan air lrlgasl dalam saiu daerah 

lngasi, misalnya pen)aga plntu air, penjaga pinlu bendung, juru 

pengairan, dan pengarnat pengairan. 

Pasal29 : 

ayat (1) 

Bangunan bagl adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan 

air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan 

kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana 

teknis yang ditetapkan oleh pemerlntah. 

ayat (2) 
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Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk 

mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya drtentukan 

berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan datam 

rencana teknls yang dltetapkan oleh pemerintah. 

Yang dimaksud dengan "rencana teknis" adelah rencana yang 

memuat tata letak den gambar-gambar teknis secara rinci pada 

suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen 

Rencana teknis bagi jaringan irlgasl yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya ditetapkan 

oleh dinas kabupaten yang membidangi irlgasl. 

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakal 

petani, letak bangunan sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 30 . 

ayat (1) 

Cukup ietas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup ielas. 

ayat{4) 

Tldak tercukuplnya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh 

keku,angan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan 

penyediaan air irigesi tldak dapat dipenuhi. 

Pasal 31 : 

ayat (1) 

Cukup Jelas. 

ayat (2) 
Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 
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ayat(.4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup Jelas. 

aya1 (6) 

Bentuk perkuatan teknologi pertanian lrigasi dan drainase sec-.ara 

terpadu yang sudah banyak diterapkan di tingkal petani misalnya 

adalah lahan su~an. 

Pasal 32 : 

ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "menggunakan air untuk irigasi yang diambil 

langsung dari sumber air permukaan', misalnya mengambil air dari 

sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi 

lahan. 

ayat (2) 

Cul<up Jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 33 : 

ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ·pembangunan Jaringan irigasl" dalam 

ketentuan lni adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada 

janngan irigasinya yang mencakup pembengunan jaringan irigas1 air 

permukaan dan jaringan irigasi air tan ah. 

ayat (2) 

lzin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan 

izin penggunaan air dari sumber air. 

Desain pembangunan Jarlngan lrigasi harus mencakup pedoman 

operasi dan pemeliha, aan jaringan irigasi 

ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 34 : 

ayat {1) 

Termasuk dalam "jaringan irigasi primer dan sekunder' adalah 

jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalansI pompanya atau 

bangunan utamanya dan jaringan dlstrfbusl pada irigasl mikro, yang 

terdiri dari irigasi letes, dan irigasi curah. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

aya1 (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Bantuan kepada P3A oleh pemerintah kabupaten diberikan 

berdasarkan evaluasi a1as permintaan P3A dengan mengacu peda 

kriteria yang ditetapken oleh bupati sesuai dengan kewenangannya 

dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola 

Jaringan irigasi yang menjadl tanggungjawabnya. 

ayat (5) 

Maksud diperlukannya "izin" dalarn ketentuan ini adalah karena 

jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, baden sosial, atau 

perseorangan dlhubungkan dengan jaringan 1rigasi yang sudah ada. 

ayat(6) 

Cukup jelas. 

ayat (7) 

C ui<-up Jelas. 

Pasal 35 : 

ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "peningkatan jaringan irigasi" dalam 

ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan 

dan Jarlngan Ir1gasl a11 tanah. 

PenlngKatan Jarlngan lrlgasi ditujukan untuk mernperluas areal 

pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan 

sistem irigasi, antara lain deri sistem irigasl sederhana ke semi-
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teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis. dan dari sistem 

irigasl sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu 

dan pembuatan linning saluran. 

Peningkatan Jarlngan irigasl dapat dilakukan secara parsial dan 

bertahap sesuai dengan kebutuhan. 

ayat (2) 

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman 

operasi dan pemeNh:iraan jaringan irigasi 

Pasal 36 : 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat(4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Maksud dipertukannya "izin'' dalam ketentuan ini adal.::ih karena 

jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha. badan sosial. atau 

perseorangan terhubung dengan jaringan lrigasl yang sudah ada. 

ayal(6) 

Cukup jelas. 

Pasel 37 : 

ayat(1) 

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan 

baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampaK darl 

kegiatan lain, m,salnya pembangunan jaringan pipa air minum, 

pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang 

melintasi jaringan irigas, primer dan sekunder. 

ayet (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 38 : 

ayat (1) 

Mal<sud "dilakukan bersamaan" adalah agar pelaksanaan 

pernbangunan dan/a1au peningkatan jaringan irigasi disesuaikan 

dengan rencana dan program pengembangan pertanian. 

Yang dimaksud dengan "pengembangan lahan pertanian beririgasi' , 

antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak. lahan hortikultura. 

perkebunan, danfatau peternakan. 

Maksud "kesiapan petarn setempat" adalah penyelesaian 

pembangunan dantatau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan 

dengan saat petani membutuhkan air den siap melakukan budidaya 

dan pengolahan hasil komodit1 pertanian. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 39 : 

Cukup je!as. 

Pasal 40 : 

ayal(1 ) 

Termasuk dalam kegtatan operasi dan pemeliharaan jarlngan irigas, 

primer, sekunder, dan tersier adalah Keg1atan pengamanan ]aringan 

irigasi dan konservasi air di daerah lrigasi. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "melakukan pengawasan' dalam ketentuan 

ini adalah apablla pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak 

sesua1 Clengan yang telah disepal<ali dalam komisi irigasl, P3A dapat 

menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada 

pejabatfpetugas yang berwenang. 

ayat (4) 
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Kesepakatan yang dibuat antara pernenntah kabupalen, P3A, dan 

pengguna jarlngan irigasl memuat rencana tahunan operasi dan 

pemeliharaan. antara lain. mengenai pengaturan air mgasi, bagian­

bagian 1anngan yang mendapat prloritas pemelit1!lraan, dan waktu 

pemellharaannya. 

ayal (5) 

Cukup jelas. 

ayat(6) 

Cukup jelas 

ayat (7) 

Cukup jelas. 

ayat (8) 

Cukup jelas. 

ayal (9) 

Pasal 41: 

Cukup jelas. 

Termasuk dafam tanggung Jawab P3A adalah 1aringan irigasi tersier, 

jaringan irigasi desa. jaringan irlgasl air tanah, jaringan pemberi 

dalam irigasi rnikro, dan bagian jarlngan irigasi yang dibangun oleh 

P3/\. 

Pasal 42 : 

ayat (1) 

Cukup Jelas 

ayat (2) 

Pengeringan dapal dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan 

jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang 

membuluhkan air. 

Penjadwalan kembali pemberian a,r irigasi dapat dllakukan 

berdasarkan kesepal<atan antara pemerintah kabupolen dan P3A, 

serta diberitahukan terleblh dahulu kepada P3A dan pengguna 

Jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelurn 

pelaksanaan pengerlngan. 
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ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 43 : 

ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pengamanan janngan 1rigasi" adalah upaya 

untuk mencegah tindakan manusla atau hewan yang dapal merusak 

jaringan lrlgasl. 

ayat(2) 

Yang dimaksud "pihak lain" adalah perseorangan, badan usaha, 

atau kelompck masyarakat diluar P3A. 

Pasal 44 : 

ayat (1 ) 

Yang dimaksud dengan "garis sempaden" adalah batas 

pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan 

irigasi dengan jarak tertenlu sepanjang saluran dan sekeliling 

bangunan. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Yang dimaksud dengan "galian" adalah lubang tanan yang 1idak 

ditulup kembaH yang oapat mengganggu keamanan Jaiingan irigasi 

yang ada misalnya yang menimbulkan kebocoran, retaken, atau 

longsoran pada bangunan. 
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ayat (6) 

Jenis bangunan yang d112in1<an adalah bangunan-bangunan yang 

menurut pertlmbangan teknis lidak mengganggu fungsi jaringan 

irigasi 

Pasa145 : 

Pedoman dimaksud, antara lain, memuat metode, kriteria, dan 

tatacara. 

Pasal46 : 

ayat (1) 

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada 

tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh 

akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak 

yang timbul akibat penundaan perbaikan l<erusakan Data tersebul 

d1peroleh dari hasll penetusuran Jaringan irigasi. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas_ 

Pasal 47 : 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

ayat(2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cul<up Jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 
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... 

ayat (6) 

Cukup jelas. 

ayat (7) 

Cukup jelas. 

ayat(8) 

Cukup jelas 

ayat (9) 

Cukup jelas. 

Pasal 48 : 

Cukup jelas. 

Pasal '19 : 

ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pendukung pengelolaan irigasi", antara lain 

kelembagaan pengelolaan lrigasi. sumber daya manusla, dan 

fasllitas pendukung seperti bangunan kantor, lelepon, rumah jaga, 

gudang peralatan, lahan, dan kendaraan 

ayat(2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup 1elas. 

ayat(4) 

Culwp ielas. 

ayat (5) 

Cukup ;elas. 

ayat(B) 

Cukup jelas. 

ayat (7) 

Cukup Jelas. 

ayat (8) 

Cukup jelas. 
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Pasal 50 ; 

ayat (1) 

lnventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan 

aset irigasi yang dilakukan setiap tanun dalam bentuk pemutakhiran 

data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebUt merupakan bahan 

evaluasi tahunan atas pelaksanaan pe11gernbangan dan pengelolaan 

irigasi. 

ayat(2) 

lnventarisasi keseluruhan aset irigasi dllaksanakan 5 (lima) tahun 

sekali yang dimulai sejak saat ditetapkannya peraturan daerah ini. 

Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagal bahan 

dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka rnenengah dan 

jangka panjang pengelolaan aset irigasi. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat(4) 

Cukup ]elas. 

Pasal 51 : 

ayat (1) 

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk 

perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapal juga 

dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya 

rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, 

dan rencana pemanfaatan lahan lalnnya. 

ayal (2} 

Cukup jeias. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Passi 52 . 

ayat (1) 

Cukup jetas. 

ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 53 : 

Cukup jelas 

Pasal 54: 

ayat (1) 

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan 

berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan 1rigasi dan aset irigasi 

lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran 

dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan. 

ayat (2) 

Cukup 1elas. 

ayal (3) 

Hasil evaluasi pelaksenaan pengelolaan aset 1rigasi digunakan 

sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya. 

Pasal 55 : 
Pemutakhiran hasil inventarisas, aset Irigasi berupa perubahan 

catatan aset jaringan lrlgasl dantaiau pendukung, pengelolaan 

irigasl. 

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi 

angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi 

untuk mengetahul nflal barang milik/kekayaan negara. 

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan 

Janngan mgasI yang sudarl tidal< berfungsi dapat dllakukan 

berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak 

terkait dan dilengkapi kajian dan anallsis yang menyeluruh, 

menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak 
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Pasal 56 : 

lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut. perlu dilakukan 

penalaan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi, 

Cukup jelas. 

Pasal 57 : 

ayat (1) 

Pembiayaan pengembangan Janngan irigasi meliputi biaya 

perencanaan dan biaya peiaksanaan konstruksi janngan ingas,. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Bantuan pemblayaan pengembangan jarlngan irigasi tersier dari 

pemer1ntah kabupaten d1koordinasikan sehingga dapat dfh1ndari 

bantuan pembiayaan ganda, 

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah mencakup 

kemandirian dalam pemb1ayaan, kemampuan teknis, dan 

kelembagaan. 

ayat(5) 

Cukup ielas. 

ayat (6) 

Cukup jela::.. 

Pasal 58 : 

ayat (1) 

Cukup ietas. 

ayat(2) 

Yang dimaksud dengan ·angka kebutuhan nyata· adalah besaran 

biaya yang dihilung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan 

operasl, pemefiherean, den rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas 

saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi. 
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ayal (3) 

Yang dimaksud dengan "penelusuran jaringan" adalah kegiatan 

pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi. 

Yang dimaksud dengan "kontribus,• adalah bagian pembiayaan yang 

dapat dlberikan oteh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun 

material. 

ayat (4) 

Cukup Jelas. 

ayal (5) 

Cukup jelas. 

Pasat 59 : 

ayat (1) 

Cukup Jelas. 

ayat(2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 60 : 

ayat(1 ) 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan ingasi ters1er dari 

pemenntah kabupaten dikoordlnaslkan sehlngga dapat dihindar1 

bantuan pembiayaan ganda. 

Yang dimaksud dengan ·prinsip kemandirian" mencakup 

kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan 

kelembagean. 

ayat (3) 

Cukupjelas 
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ayat (4) 

Yang dlmRksud dengan "pengguna jaringan irigasi'' adalah 

pengguna jalan inspeksl irigasi dan pengguna jaringan lrlgasl 

sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beserta 

penjelasannya. 

ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Pasal 61 : 

Cukup jelas. 

Pasal 62 : 

Cukup jela.s, 

Pasal 63 : 

ayat (1) 

Maksud 'mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan· adalah 

umuk mencegah terjadlnya tumpang llndlh atau kesenJangan dalam 

pernbiayaan anlardaerdh irigasi. 

Dalam pelaksanaan koodinasi dan keterpaduan perenoanaan 

pembiayaan pengelolaan jaringan irigasl , komisl irigasl kabupaten 

dapat melibatkan pemerintah, pemerintah provinsl, pemerintah 

kabupaten/kota. dan pihak Ian yang terkait dalam pelaksanaan 

pembiayaan pengelolaan jaringan 1rlgasl. 

ayat (2) 

Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi peda setiap 

daerah irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koord1nasi dalam 

penentuan priorius alokasi dana pengelolaan irigasi. 

Pasal64 : 

ayat (1) 

Pemerlmah kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara 

terpadu mengupayakan tersedianya daereh irigasi dengan iuas 

minimal. 



71

-

Yang dimaksud dengan "luas minimal' adalah perbandingan antara 

luas lahan pertanian beriirgasi sebesar 1 (satu) hektar dan 

kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara 

nasional. skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi daerah­

daerah yang ketersed1aan lahan dan aimya memungklnkan 

perbandingan tersebut dapat dilingkatkan. Namun, untuk daerah 

yang sudah mencapai skala leblh besar diupayakan agar 

dipertahankan. 

ayat (2) 

Culcup jelas 

aAyat (3) 

Cul<up jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 65 : 

ayat (1) 

Huruf a. 
DaJam hat tetjadl perubahan rencana tata ruang wilayah. diupayakan 

pe11ggantian lahan beririgasi di wilayah lain. 

Hurufb. 

Cukup jelas. 

ayat (2} 

Cukupjelas 

ayat (3) 

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembati slst.em 

irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, 

misalnya tata tetak saturan, dimensi saluran, pemutakhiran hasil 

inventarisasi aset irlgasi, dan penghapusan pembiayaannya 

ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 66 : 

ayat (1) 

Cukup jelas 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayal (3) 

Yang d1maksud dengan "bersifat konsultatif dan koordinatif' adalah 

hubungan yang bersifat setara, 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup Jelas. 

ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 67 · 

ayat (1) 

Pengawasan dalam ketentuan ini mel1putl pengawasan terhadap 

sistem irigasi milik pemerintah dan sislern irigasi yang dibangun oleh 

masyarakat. 

ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ' penertiban" adalah kegiatan pengamanan 

dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap 

terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam 

pengembangan dan pengelolaan sistem irlgasl. 

ayat (3) 

Yang dimaksud dengan 'pihak yang berwenang• adalah dinas 

kabupaten yang irigasi. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup Jelas. 

ayat (6) 

Cukup jelas. 
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ayat(7) 

lnformasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 

yang disediakan meliputi sistem irigasI yang dibangun oleh 

pemerintah. pemerfntah provinsi, pemerinlah kabupaten, P3A, badan 

usaha, badan sosial, dan perseorangan. 

ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 68 : 

Cukup jelas. 

Pasal 69 . 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

3Yat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 70 . 

ayat (1) 

Cukup jela&. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 1 

ayat(1) 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat(3) 

Cukup Jelas. 

ayat (4) 

Cukup Jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 
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ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 72 · 

ayat (1) 

Cukup je,as. 

ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal 73 : 

ayat (1 l 

Cukup jelas. 

ayat 12) 

Cukup jelas. 

ayat (3} 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 74 : 

Cukup jelas. 

Pasal 75 : 

Cukup jelas. 

Pasal 76 : 

Cukup jelas. 

• Yang dimaksud dengan "kebutuhan air untuk pertanian rakyat" adalah 

kebutuhan air untuk budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu 

tanaman pangan, hortlkultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan 
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kehutanan, yang dikelola oleh rakya1 dengan luas tertentu yang kebutuhan 

airnya lidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga. 


